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Abstract — Electronic-based Governance System
(SPBE) or known as e-government is an effort to utilize
information and communication technology to support
government systems and improve the effectiveness and
efficiency of government institutions' performance. The
implementation of e-government is expected to improve
the quality of public services. E-government in the
country will usually face many obstacles that can be
thwarted in its application. Previous research has
discussed more about the constraints of e-government
implementation in developing countries. This study
aims to identify the obstacles faced in the application of
SPBE/e-government in developing and developed
countries. This research uses systematic literature
review method by Kitchenham. The literature used in
this study was taken from several digital putaka,
namely ACM Digital Library, IEEE Xplore, Science
Direct, and Scopus. The results of the study found that
constraints in its application in developing and
developed countries can be categorized into seven
constraints / aspects, namely IT Infrastructure, Human
Resources, Policy / Legislation, Politics, Economy,
Geography and Culture. These constraints can be a
reference for the government to make improvements in
the implementation of SPBE so that the quality of
services can be better.

Keywords—SPBE; e-government, Systematic Literature
Review, Public Service.

. PENDAHULUAN

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
memiliki  peran  penting dalam  kehidupan
bermasyarakat. Pengembangan TIK dapat
meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem
pemerintahan yang berdampak pada layanan publik
yang lebih baik. Sistem Pemerintahan Berbasis
elektronik (SPBE) atau dikenal istilah e-government
adalah upaya pemerintah untuk memanfaatkan
teknologi  informasi dan  komunikasi  untuk
mendukung sistem pemerintah dan meningkatkan
efektivitas  Kkinerja  pemerintah.  Penerapan e-
government di suatu negara tentu akan menemukan
banyak kendala. Jika suatu negara tidak dapat
menghadapi kendala-kendala tersebut, hal itu dapat
mengakibatkan kegagalan dalam penerapannya[1],
[2].
SPBE diharapkan dapat meningkatkan layanan
pemerintah kepada masyarakat. Namun, dalam
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prakteknya penerapan e-government suatu negara
biasanya akan menghadapi banyak kendala yang
dapat mengakibatkan kegagalan[1],[3]. Beberapa
penelitian sebelumnya yang membahas lebih lanjut
tentang kendala penerapan SPBE di negara
berkembang oleh[4],[5]. Bayak peneliti tertarik untuk
mengembangkan investigasi dengan mengambil tema
kendala dan habatan penerapan SPBE di negara-
negara maju dan berkembang. Dalam proses
penerapan SPBE, bahkan negara-negara maju juga
menghadapi banyak kendala[6], [7].

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi
kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan
SPBE baik di negara berkembang dan maju. Makalah
ini menggunakan metode Systematic Literature
Review (SLR) oleh Kitchenham. Metode ini
diharapkan dapat menemukan dan merangkum
kendala yang dihadapi negara dalam menerapkan
SPBE. Makalah ini terdiri dari lima bagian. Bagian
satu menjelaskan pendahuluan. Bagian dua akan

membahas  landasan  teori tentang SPBE/e-
government. Bagian tiga akan menjelaskan
metodologi  yang  dilakukan  yaitu  dengan

menggunakan SLR. Bagian empat akan merangkum
hasil penelitian, dan bagian lima adalah bagian
terakhir yang akan memberikan kesimpulan dan saran
dari hasil penelitian.

Il.  TEORIDASAR

Perkembangan  Teknologi  Informasi  dan
Komunikasi (TIK) dalam kehidupan manusia telah
mengubah cara manusia berinteraksi  dalam
masyarakat. Masyarakat ditransformasikan menjadi
masyarakat berpengetahuan karena kemudahan
mengakses informasi baik secara lokal maupun
global. Perkembangan TIK juga mempengaruhi
proses tata kelola. Pemerintah berusaha meningkatkan
layanan kepada publik dengan mengotomatisasi
sistem dan selalu berusaha berinovasi untuk
menyediakan layanan dan mekanisme layanan
menjadi lebih baik[8], [9]. SPBE/e-government dapat
didefinisikan sebagai penggunaan TIK dengan tujuan
meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi
dalam pertukaran keuangan dan informasi di dalam
pemerintah. e-government adalah metode yang
digunakan oleh pemerintah untuk memberikan
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layanan  kepada masyarakat, dengan tujuan

meningkatkan efisiensi Kkinerja pemerintah, dan

kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi

terkait pemerintah[10], [11].

SPBE adalah istilah yang digunakan untuk
menggambarkan penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas layanan pemerintah. Definisi lain SPBE
adalah bentuk komitmen dari pemerintah untuk
memperkuat kemitraan antara warga negara dan
sektor publik. Instansi pemerintah telah mulai
menggunakan teknologi informasi untuk
meningkatkan layanan pemerintah kepada publik,
meningkatkan hubungan baik dengan bisnis dan
industri, dan  meningkatkan efisiensi  dalam
manajemen pemerintah. SPBE diharapkan dapat
mengurangi  korupsi, meningkatkan transparansi,
memberikan  kenyamanan yang lebih  besar,
meningkatkan ~ pendapatan ~ pemerintah,  dan
mengurangi biaya[10]. Sebelum ada SPBE, interaksi
antara komunitas / bisnis dan pemerintah biasanya
terjadi di kantor-kantor pemerintah. Namun, dengan
perkembangannya, layanan pemerintah dapat diakses
langsung secara online. Ada beberapa prinsip yang
harus diterapkan oleh pemerintah untuk dapat berhasil
dalam penerapan SPBE, yaitu penggunaan teknologi
sebagai pendorong, memperhatikan realitas saat ini,
dan  meningkatkan partisipasi  publik  dalam
keberhasilan penerapan SPBE.

Layanan SPBE/e-government dapat dikategorikan ke

dalam 8 jenis[12]-[14]:

Pemerintah-ke-Warga Negara (G2C)
Menyediakan layanan publik online dengan
layanan elektronik untuk memberikan informasi
dan  komunikasi  dari  Pemerintah ke
Masayarakatnya (Government to Citizen)

2. Masyarakat-ke-Pemerintah (C2G)
Menyediakan layanan publik online dengan
layanan elektronik untuk pertukaran informasi
dan komunikasi pelayanan dari Masyarakat ke
Pemerintah (Citizen to Government)

3. Pemerintah-ke-Bisnis (G2B)

Meningkatkan inisiatif transaksi elektronik,
seperti pengadaan elektronik dan pengembangan
pasar elektronik untuk pembelian kebutuhan
pemerintah, dan melakukan tender pengadaan
pemerintah secara elektronik dari Pemerintah ke
bisnis/swasta (Government to Business).

4. Bisnis-ke-Pemerintah (B2G)

Meningkatkan inisiatif e-transaksi, seperti e-
procurement  dan  pengembangan  pasar
elektronik  untuk  pembelian  kebutuhan

pemerintah, dan melakukan tender pengadaan
pemerintah secara elektronik untuk penjualan
barang dan jasa berupa layanan dari
Bisnis/Swasta ke Pemerintahan (Business to
Government).
5. Pemerintah-ke-Karyawan (G2E)

Inisiatif untuk memfasilitasi manajemen layanan
pegawai dan komunikasi internal dengan
pegawai pemerintah dengan mengembangkan
aplikasi dan layanan e-karir dengan mengurangi
penggunaan Kkertas dengan sistem e-office

berupa layanan pemerintah ke pegawainya
(Government to Employee)

6. Pemerintah-ke-Pemerintah (G2G)
Menyediakan komunikasi dan kolaborasi online
antara departemen lain dalam pemerintahan
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

berupa layanan/aplikasi  (Government to
Government)

7. Pemerintah-untuk-Nirlaba (G2N)
Pemerintah  memberikan  informasi  dan

komunikasi kepada organisasi nirlaba, seperti
partai politik, organisasi sosial, dan organisasi
masyarakat  atau non  profit  berupa
layanan/aplikasi (Government to NGO)
8. Nirlaba-ke-Pemerintah (N2G)

Pertukaran informasi dan komunikasi antara
pemerintah dan organisasi nirlaba, seperti partai
politik, organisasi sosial, dan organisasi
masyarakat lainnya berupa layanan dari NGO ke
Pemerintah (NGO to Government).

I1l.  METODOLOGI
A. Metode
Systematic Literature Review (SLR) suatu istilah
berdasarkan metode Kitchenham[15]. SLR adalah
proses kajian literatur sistematis untuk
mengidentifikasi, mengevaluasi, dan
meninterpretasikan semua sumber penelitian yang
relevan dengan pertanyaan penelitian tentang topik
suatu  penelitian. Kajian dan literatur yang
berkontribusi pada SLR disebut studi utama dan studi
pendukung. Tujuan dari SLR adalah untuk meringkas
penelitian sebelumnya yang memiliki bukti empiris,
untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian
baru (research gap) untuk saran tentang penelitian
masa depan dan memberikan kerangka kerja untuk
memberikan arahan untuk penelitian masa depan.
SLR memiliki beberapa tahapan, yaitu perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan. Gambar 1
mengilustrasikan tahapan dalam SLR.

Pelaksanaan
* Melaporkan

« Mengidensifikass

Kebutuhas kayian * Magmbatikan nset hasil review
Ileratur » Mernidh wtdod stmn
» Mengembangkan ¢ Mcrsa hdan wmiet
protocol review "“‘"“" i eveland
s S
Perencanaan Pelaporan

Gambar 1. Metode penelitian dengan systematic literature
review (SLR).

Tahap Perencanaan terdiri dari dua fase:
mengidentifikasi kebutuhan dari kajian literatur/SLR
dan mengembangkan protokol peninjauan/review.
Tahap pelaksanaan dimulai dengan mencari penelitian
sebelumnya menggunakan beberapa database online.
Hasil pencarian dikumpulkan dan diekstraksi sehingga
dapat disintesis dan menghasilkan laporan penelitian.
Tahap pelaporan akan menjelaskan hasil penelitian
yang telah dilakukan[16].
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B. Pertayaan Penelitian (Research Question)

SLR digunakan untuk menjawab pertanyaan
penelitian yang akan dirancang. Adapun pertanyaan
penelitian yang dapat diindentifikasi dari kajian
literatur sebelumnya seperti dijelaskan pada point
pertama dan motivasinya pada point kedua berikut:

e Pertanyaan penelitian: Apa saja kendala yang

dihadapi  dalam  penerapan  sistem e-
government/SPBE di negara berkembang dan
maju?

e Motivasi: mengidentifikasi kendala dalam

penerapan sistem e-government, baik di negara

berkembang maupun negara maju untuk
meminimalkan kegagalan pada  proses
penerapannya.

C. Strategi Pencarian
Proses pencarian dimulai dengan mencari

penelitian terdahulu menggunakan pencarian di
pustaka digital. Basis data yang dipilih termasuk
ACM Digital Library, IEEE Xplore, Science Direct,
dan Scopus. Proses menemukan artikel ini dibagi
menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah mencari
artikel ilmiah dengan kata kunci e-government atau
sistem e-government, yang diterbitkan pada periode
2014 hingga 2020, dan tersedia dalam artikel lengkap.
Pada tahap pertama ini, pencarian artikel juga
dilakukan dengan mencari studi utama. Dari hasil
pencarian di tahap pertama, 17.657 artikel
dikumpulkan. Kemudian proses pengumpulan artikel
memasuki tahap kedua dengan mempersempit hasil
pencarian di tahap pertama dengan kriteria berikutnya
bahwa artikel harus mampu menjawab pertanyaan
penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pencarian dilakukan dengan metode penyaringan pada
judul dan abstrak, serta memeriksa isi artikel. Hasil
pengumpulan artikelpada tahap kedua menghasilkan
dua puluh artikel. Proses pengumpulan artikel dapat
dilihat pada Gambar. 2 berikut.

S ACM Dightal Lidbesny

IEEE Xploor
Sclemoe Threct

L Saopan

+ Hasil akhir

Gambar 2. Proses pencarian artikel pada studi utama.

Dari dua puluh artikel, ada lima belas artikeldalam
kategori negara berkembang dan lima artikeldalam
kategori negara maju. Lima belas negara berkembang
yang dibahas dalam penelitian ini adalah Indonesia,
Ethiopia, Dubai, Pakistan, India, Peru, Rumania,
Rwanda, Sudan, Amerika Selatan, Malaysia,
Yordania, Ghana, Brazil, dan Oman[17], [18]. Lima

negara maju yang dibahas dalam penelitian ini adalah
Jerman, Cina, Swiss, Korea, dan Canada.

Proses pemilihan artikelmenggunakan dua kriteria,
inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi dan eksklusi

yang lebih rinci dapat dilihat pada tabel I.
TABEL I. Kriteria Inklusi atau Ekslusi

Kriteria Tipe

Artikel memiliki kata kunci e-government Inklusi
Artikel publikasi di periode antara tahun2014- Inklusi
2020

Artikel dapat menjawab pertanyaan penelitian Inklusi
Artikel publikasi dipilih dari database Pustaka Inklusi
digital

Acrtikel bukan full-text paper Ekslusi
Artikel publis sebelum 2014 Ekslusi
Menghilangkan studi yang sama atau dobel Ekslusi

D. Ektraksi dan Sintesis Data

Setelah  berhasil mendapatkan dua puluh
artikelyang bisa menjawab pertanyaan penelitian,
langkah selanjutnya adalah mengekstrak data. Tujuan
utama dalam proses ekstraksi data adalah untuk
merangkum  informasi  berdasarkan pertanyaan
penelitian, untuk dapat pindah ke tahap berikutnya,
yaitu sintesis data. Dalam proses sintesis data, hasil
dari semua temuan akan dirangkum, dan pertanyaan
penelitian akan dijawab berdasarkan temuan
sebelumnya. Proses sintesis data dilakukan untuk
menarik  kesimpulan dari semua penelitian
sebelumnya. Setiap penelitian sebelumnya biasanya
akan menggambarkan subjektivitas dari studi kasus.
Namun, dengan melakukan SLR, semakin banyak
studi  primer, hasil dari data sintesis akan
menghasilkan pernyataan yang lebih kuat untuk
menjawab pertanyaan penelitian. Pada dasarnya,
metode sintesis menggunakan sintesis naratif dari
semua penelitian yang telah dilakukan.

IVV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil ekstraksi data dalam metode
SLR, kendala dalam menerapkan e-government/SPBE
dapat dijelaskan pada Tabel Il. Adapun kendala dalam
penerapannya di beberapa negara dapat dikategorikan
menjadi tujuh aspek yaitu Infrastruktur TIK, Sumber
Daya Manusia (SDM), Kebijakan/Regulasi, Politik,
Ekonomi, Geografis dan Budaya, seperti ditunjukan
pada Gambar. 3.

Kendala
Penerapan

Gambar 3. Ekstraksi data kendala SPBE dari 20 studi
utama.
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TABEL 1I. Kendala/Aspek Penerapan SPBE/e-government

. Berkembang/ Kendala/Aspek
Referensi Negara . - — - -
Maju Infrastruktur TIK | SDM | Kebijakan | Politik |Ekonomi| Geografis | Budaya
[19] Indonesia Berkembang N S N V V
[20], [21] |Malaysia Berkembang N RN N
[22] Ethiopia Berkembang N \ v
[23] Ghana Berkembang v \/
[24] Brazil Berkembang v N
[5] Pakistan Berkembang N v N v N
[25],[26] |India Berkembang v R Y Y
[27] Peru Berkembang N N
[28] Romania Berkembang v
[17 Rwanda Berkembang N
[29] Sudan Berkembang N N
South
[30] America Berkembang N N
[31] Dubai Berkembang \
[32] Jordan Berkembang RN N
[33] Oman Berkembang N N S
[34] Korea Maju v
[35] China Maju \ N
[36] Germany Maju v \/
[35] Swiss Maju v
[37] Canada Maju y \

Hasil ekstraksi data ini dibandingkan dengan
dua penelitian sebelumnya vyaitu Odat[5] dan
Meiyanti[14] maka ada perbedaan pada kendala
dalam menerpakan e-government. Ada lima
kategori kendala yaitu Infrastruktur TIl, Masalah
Manajerial, Budaya Digital, Penganggaran, dan
Hukum dan Perundang-undangan. Meiyanti[14]
menemukan enam  kategori kendala  yaitu
Infrastruktur TIl, Masalah Manajerial, Budaya
Digital, Penganggaran, Hukum dan Perundang-
undangan, dan Sumber Daya Manusia. Berdasarkan
hasil review dari dua puluh artikel, kendala dalam
menerapkan e-government dikategorikan ke dalam
Infrastruktur ~ TI, Sumber Daya Manusia,
Kebijakan/Perundang-undangan, Politik, Ekonomi/
Penganggaran, dan Geografis. Studi ini menemukan
tiga kendala lain, yaitu aspek politik, geografis dan
budaya[38], [39].

Kendala penerapan e-government pada aspek
Infrastruktur TIK adalah daya dukung pengadaan
dan perawatan infrastruktur TIK yang buruk[19],
lingkungan TIK vyang tidak mendukung, serta
kurangnya jangkauan jaringan[27], fluktuasi daya
listrik, sistem yang turun dan kurangnya akses
internet[14], [26].

Kendala penerapan dalam aspek Sumber Daya
Manusia  adalah  kompetensi  yang  tidak
memadai[14], kurangnya kesiapan di antara
individu/orang untuk menggunakan layanan e-
government, penerimaan perilaku warga negara
terhadap  sistem  e-government,  kurangnya
pendidikan, kurangnya literasi digital, inisiatif
kesadaran warga dan warga Yyang niat
penggunaannya rendah terus menerus.

Kendala penerapan e-government dalam aspek
Kebijakan /Legislasi adalah kurangnya koordinasi
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di antara para pemangku kepentingan, Tatakelola e-
government yang buruk, kurangnya regulasi berupa
kebijakan/undang-undang/peraturan dan kurangnya
rencana strategis yang berkelanjutan.

Kendala penerapan dalam aspek ekonomi adalah
kurangnya insentif dan motivasi bagi karyawan
[G]dan skema pendanaan berkelanjutan untuk
proyek-proyek e-government[36].

Kendala penerapan pada aspek Politik adalah
kurangnya dukungan politik. Kebijakan startegis
politik untuk mensukseskan penerapan sistem e-
government di masyarakat, dst.

Kendala penerapan dalam aspek geografis
adalah posisi geografis yang kurang
menguntungkan dari sebagian besar wilayah
pedesaan dan kepulauan yang membuatnya sulit
untuk menerapkan e-government [5], [25].

Kendala yang terakhir adalah budaya. Budaya
yang dimaksud disini dapat berupa budaya internal
organisasi itu sendiri seperti kedisiplinan, kebiasan
atau cara pandang masyarakat terhadap kebiasaan
dalam bekerja sehari-hari, maupun maupun
motivasi dan kebiasaan masing-masing individu itu
sendiri[38], [39].

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian literatur sistematis/SLR  berdasarkan
metode Kitchenham digunakan untuk
mengidentifikasi kendala dalam penerapan SPBE/e-
government di negara berkembang dan maju.
Penelitian dimulai dengan melaksanakan setiap
tahapan berdasarkan metode Kitchenham. Tahap
pertama adalah mengidentifikasi tujuan penelitian,
menentukan pertanyaan penelitian (RQ), dan
menentukan kriteria inklusi dan eksklusi dalam
proses pencarian. Tahap kedua adalah tahap
mencari artikeldari basis data ilmiah dari pustaka
digital, yaitu ACM Digital Library, IEEE Xplore,
Science Direct, dan Scopus. Pencarian artikel
dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah
mencari artikel dengan kata kunci pencarian e-
government, diterbitkan pada periode 2014 hingga
2020, dan tersedia dalam teks lengkap. Hasil
pencarian tahap pertama menghasilkan 17.657
artikel.  Tahap  kedua  dilakukan  dengan
mempersempit hasil pencarian pada tahap pertama
dengan kriteria berikutnya, vaitu artikel harus
mampu menjawab RQ. Hasil pencarian artikel pada
tahap kedua menghasilkan dua puluh artikel yang
dijadikan referensi utama. Artikel ini kemudian
diekstraksi. Tahap akhir dilakukan ekstraksi data,
proses sintesis serta penarikan kesimpulan hasil
kajian. Hasil sintesis dua puluh artikel menunjukan
kendala dalam menerapkan e-government dapat
dikelompokkan ke dalam tujuh kategori yaitu
Infrastruktur ~ TI, Sumber Daya Manusia,
Kebijakan/Perundang-undangan, Politik, Ekonomi,
Geografis dan Budaya. Aspek ini dapat menjadi
rujukan kepada pemerintah untuk dapat melakukan
perbaikan dalam penerapan SPBE sehingga layanan
pemerintah dapat menjadi lebih baik.
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